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BAB III  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut 

1. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 

Publik di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berperan sebagai penentu 

kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan Ruang 

Terbuka Hijau di daerah serta melakukan evaluasi atas 

pelaksanaanya, pengawas dari sisi anggaran serta membuat prioritas 

lokasi mana yang akan dibeli berdasarkan proposal atau penawaran yang 

masuk, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana, 

pembina dan koordinasi terhadap pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau yang berupa pembangunan, penataan, pengembangan, 

pemeliharaan, pengamanan Ruang Terbuka Hijau beserta seluruh 

kelengkapannya, dan masyarakat yang menyampaikan usulan-

usulan pembangunan melalui pelaksanaan Musyawwarah 

Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Kerja Daerah. 

Dalam pelaksanaan pembangunan RTH Publik tunduk pada 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kerena UU 

Pengadaan Tanah tersebut memberikan kemungkinan untuk lahan 

yang kurang dari 5000 m2 dilakukan dengan cara jual beli. Tanah 
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tersebut dibeli pemerintah untuk pengadaan RTH bagi keperluan 

masyarakat sekitar.  RTH di Kota Yogyakarta baik itu RTH Publik 

maupun RTH Privat belum merata, hal tersebut dikarenakan lahan 

yang terbatas dan harga lahan yang mahal maka Kota Yogyakarta 

kesulitan dalam memenuhi proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik 

yaitu paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 

Secara umum Kota Yogyakarta sudah memenuhi standar minimal 

Ruang Terbuka Hijau dalam suatu kota yaitu 30 persen, akan tetapi 

pada realitanya tidak seimbang antara proporsi Ruang Terbuka 

Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat.  

2. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan;  

b. harga lahan yang tinggi atau mahal di Kota Yogyakarta;  

c. dana masih terbatas sehingga pembangunan RTH menjadi 

terbengkalai; 

d. masyarakat kurang menyadari akan arti pentingnya RTH; 

e. belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta;  

f. sulitnya mendapatkan air kualitas baik karena air tanah yang di 

RTH selalu kehabisan karena disedot hotel dengan mesin yang 

tinggi; 
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g. banyaknya sampah yang dibuang ke TPS akan mengganggu 

penduduk sekitar, seperti terjadinya pencemaran udara dan 

kesehatan juga terganggu; 

h. tidak terjadi kesepakatan dengan pemilik tanah. 

B. Saran 

Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut :  

a. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memaksimalkan pembangunan 

dalam Ruang Terbuka Hijau Publik di kecamatan-kecamatan yang 

kepadatan penduduknya masih rendah agar dapat menambah luas 

Ruang Tebuka Hijau Publik Kota Yogyakarta. 

b. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan atau mengadakan 

sosialisasi kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran akan 

pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 
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LAMPIRAN 

Keterangan: Data Luasan RTH Tahun 2020 
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Keterangan: Data RTH Publik Per November 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 


